
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
HAK KEUANCAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa pemberian hak keuangan berupa uang
kehormatan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi
Manusia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi
Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2O10 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun
2OO2 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa hak keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc
Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu diatur
secara terintegrasi di dalam peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Hak Keuangan
dan Fasilitas Hakim Ad Hoc;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOO tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2O13 tentang Hak
Keuangan dan Fasilil.as Hakim Ad Hoc (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);

Mengingat
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC.

Pasal I
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
Ad Hoc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 13) disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
(1) Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

termasuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia.
(21 Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
tunjangan Hakim Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II
l. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia yang telah

dilantik sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku
diberikan hak keuangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini dengan memperhitungkan uang
keh<-rrmatan yang telah diterima berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 64 Tahun 2OO2 tentang Uang
Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64
Tahun 2OO2 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim
Ad Hoc.

2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
ketentuan yang mengatur mengenai uang kehormatan
Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 64
Tahun 2OO2 lentang Uang Kehormatan Bagi Hakim
Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 64 Tal:.un 2OO2 tentang Uang
Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2O23

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diunclangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2O23

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ang Perundang-undangan

ministrasi Hukum,
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LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 5 TAHUN 20T3 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC

TUNJANGAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR TINGKAT PENGADILAN

Pengadilan Hak Asasi Manusia
Tin t Pertama

,2 Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ti t Ban

3 Pengadilan Hak Asasi Manusia
Tin t Kasasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ng Perundang-undangan
ministrasi Hukum,

BESARAN TUNJANGAN

Rp24.OOO.OOO,O0

Rp29.280.000,o0

Rp35.722.000,0O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

1

ttd
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